
Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  2   TAHUN 2022

TENTANG

MANA」EMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bttwa untuk melaksanhn ketenlmarl Pasa1 8 ayat(1)

Peraturan Menteri Pcndttattnaan Apttattr Negara dan

磯

…

Si BirolcasI Nolnor 3 Tahun 2020 tenmg Mtte=En

Talenね 呻 職  sipユ Negara, perlu =Lenetapkan Peraturan

Gubemllr tentang Manttemen Talenta Pegawa■ Nege五 Sipユ ;

1. Pasa1 18 ayat t6)Undang― Undtang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945;

2. Undang―undang  Nomor  24  Tahun   1956  tentang

Pcmbentukan Daerah Otonoコ m proplnsi Attch dan Perllbaharl

Pcraturan Pembentukan Propind Sumatera Uttta lLcmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1956 NoHLor 64,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor l103);

3. Undang―Undang  NottLOr  23  Tahun  2014  tentang

Pe=Юttnman Daerah{Lembran Negara Republik lndonesla

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahall Leinbaran Negara

Republik lndonesian Nomor 5587)  se機 疑pttnana telah

diubah beberapa kali terf山ねむ dengan Undang― Undang
Nomor ll■通w12020 tentang Cipta Ktta(Lembεttm
Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndOncsia Nomor

6573);
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Pcramrarl Pclnc五 ntah Nomor ll Tahun 2017 tentang

Marlaemen Pegawal Neged Sipil(Lembaran Negara Republik

lndonestt Tahun 2017 NonK)r 63, Tambahan Lembttan

Negara Republik lndonetta Nomor 6037}sebagalrlana tclah

diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Peme五ntah Nomor ll

Tahun 2017 tcntt ManttCmen Pegawa■  Nege五 Sip五

(Lenlbnran Negara Republik lndonesia Tahlln 2020 Nolnor

68,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

6477);

Peratrtt Menteri Dalam Nege五 Nomor 80 Tahm 2015

tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah{Be五 ta Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebaga■ mma
telah diubah dengan Peraturan Mente五 Dalam Nege五 Nonlor

120 Tahun 2018 tenbng Pembahan atas Peraman Mcnte五

Dalam Nege五 No肛LOr 80 Tahun 2015 tenmg PerFlbentukan

Produk Hukum Dacrah(Bedta Negara Rcpublik lndonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

PeFattran Mente壼  Pendayamaan Aparatur Sipil Negara

darl Refo■ ■■.asi Birokrasi Nonlor 40 Tahun 2018 tenttng

Pedoman Sistem Merit DalaIII Manttemen Aparatur Sip通

Negara (Be五桜え Negara Republik lndorlesia Tahun 2018

Nomor 1252);

Peraturan Mente五  Pend等肇弊naarl へp〔ratr Ncgara dan

ReforlnasI BirokrasI Nomor 3 Tahun 2020  tentang

MaFlttemen Talenta Aparatur Sipil Negara(Be■ ta Negara

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 28),

PerattFtt Gubemur Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Dinas― Dinas Daerah Pro宙 nsi Sumtera

Uttra(Bc五 ta Daerah Pro宙nsi Sumatera Uttra Tahun 2016

Nomor 39,sebagalmana telah diubah bebera_pa kali tcrakhir

dengan Peraturarl Gubemur Norrlor 9 Tahun 2021 tentang

Pertlbaharl Kettma atas Pcraturan Gubemur Surrlatera

Utara Nomor 38 Tahun 2016 tenmg susunan Organisasi

Dinas―Dinas Daerah Provind StlHLatCra U恒餞 lBCrita Daerah

Provinsi Sumatera U,Ara Tahun 2021 NOrnor 9};

5.

6.

7.

8.
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9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah

Provinsi Surnatera lJtara (Berita" Daeratr Provirrsi Surnatera

Utara Tahun 2016 Nomor 4O) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor

15 Tahun 2O2O tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah

Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2O2A Nomor 15);

10. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Susunan

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Deuran

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2A Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2O2O tentang Tugas

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2O2O Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANA」 EMEN TALENTA

PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakiian Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
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Ncgara Rcpublik lndOnesia Tahun 1945;

Pelmenntah Daerah adalah kepala dacrah sebagal unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memmpin

pelaksanaan  urllsan  pernedntaharl  yang  rrlettadi

kewenangan daerah otOnonl;

Kepala Daerah adalah Gubernur S■lmatera utara selaku

Pttabat Pcmbina KepegawaiaFI Daerah Provinsi S_atera

Utta yang selan」utnya disebut Gubemur;

Perallgkat Daerah adalah unsur pellnbantu kepala daerah

dan DPRD dalarn penyelenggaraan urtlsan perne二 nttan
yang mettadi kewenangan daerahi

Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

SLmatera Utιra;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi S■lnlatera Utara;

Aparatur Siptt Negara yang selanJumya disingkat  ASN

adalah profesi bagi pegawal nege五  sipil dan pegawal

peme五ntah dengan petta4jian ketta yang beketta pada

instansi pemerlntahi

Pcgawai Nege五 Sipil yang sel鋼 utnya disingkat PNS adalah

warga negara lndOnesia yang memenuhi syarat terten如
,

diangkat scbagal Pcgawal ASN scc〔ra tettLp olch paabat

pembina kepegawalan ■lntuk menduduki jab由獲

pemc三ntahan;

町 abat Pembina Kepegawa■all adalah ttabat yang

mempunya■    kewenangan   melaksanakan   proses

pengangkatan, pelllmdaharl, dan peIIlberhentian PNS

sesuai dengan ketentuan peraturan perLmdang―mdangan;
Sistem Me五 t adalah kebttakan dan manttcmen PNS yang

berdasarkan pttla naliflkasi, kompetensi, dan kinetta

secara adil dan wa」ar dengan tanpa membedakan latar

belakang potttik,ras,warna kdit,ag―a,asal usul,jenis

kelamin,status pe■ ■■ikahan,umur,atau kondisi kecacatan;

7.

8.

4.

5.

6.

10.

１
■

１
■

9.
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12. Talenta adalah pegawai ASN yang memenuhi syarat
tertentu untuk masuk ke daram keiompok rencana suksesi;

13' Jabatan adalah ked.ud,ukan yang menunjukkan fi.rngsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;

14- Jabatan Kritikal adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi, dan jabatan fungsionar yang diperrukan
dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas
pembangunan nas10nal;

Jabatt Target adalah jabam pirrlpinan tinggi dan jabattn

administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan

lowong ataujabatan k五 tiktt yang akan diisi Oleh talenね
;

Marlttemen Talcnta Pegawai Nege五  Sipil disingkat

ManaJemen Talenta PNS adalah Mana」 emen Talcntt PNS
pada Pcrrle五ntah Provinsi sLLmatera utara;

Kbtak Manaremen Talenta adalah bagan yang terdi五 dari 9

(Sembilan)katego五  yang menuttukkan sekumpulan
Pegawai ASN berdasarkan tingkatan pOtensial dan kinetta;

Rencana Suksesi adalah perencarlaan sistematis IIlelalui

pcmctaan Suksesor yang diprOyeksikan dalarFl 」abatan

Target;

Kelompok Rencarla Suksesi lnstansi adalah kelompok

talenta pada Pclrncnntah Provinsi Su韓

“

ra utara yang

berasal dari kOtak 9(sembilan},8(delapan〕 ,dan 7(輌uh)

yang disiapkan untuk menduduki jaba核通l target pada

Pemenn装最l Provinsl Sumatera UセFa;

Kelompok Rerlcalla Sukscsi Nasional adalah ke10mpok

talenta yang berasal da鍼  kOtak 9 (sembilanl pada

Peme五ntah Provinsi Sumatera Uttnra yang dihimpun olch

Tiin ManaJemen Talerltt PNS Nasional untuk disiapkan

mendudukijabatan target dalarn linghp nasional;

15.

16。

17.

18.

19.

20.
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21. suksesor {successof adalah talenta yang dicaronkan
menjadi pengganti pejabat yang menduduki Jabatan Target
saat ini dan disiapkan untuk mend.ud,ukinya pad,a saat
jabatan tersebut lowong dan/atau sesuai kebutuhan;

22. Aksisisi Talenta adalah strategi mendapatkan talenta yang
dilaksanakan meralui tahapan analisis jabatan kritikai,
analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akuisisi,
identi{ikasi, penilaian dan pemetaan tarenta, penetapan
kelompok rencana suksesi, serta pencarian talenta melalui
mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegaurai
melalui mekanisme penugasan khusus;

23. Pengembangan Talenta adarah strategi pengembangan
karier dan kompetensi tarenta meialui ASN corporate
uniuersitg, sekolah kader, tugas berajar, dan bentuk
pengembangan kompetensi lainnya;

24. Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan talenta
melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen
suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi
dan kinerja talenta agar siap dalam penempatan jabatan;

25. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan talenta
yang tepat pada jabatan target di waktu yang tepat;

26. Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan

terpendam (underlging capabilities) yang memungkinkan

talenta untuk mengembangkan dan menerapkan

kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target yang

diperkirakan dapat diperankan melalui assessment certter,

uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain

sesuai ketentuan;

27. Kornpetensi adalah kemampuan, pengetahrlan, dan

keterampiian, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap

Pegawai PNS agar dapat melaksanakan tugas secara

efektif;

28. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang

selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah

deskripsi pengetahu.an, keterampilan dan perilaku yang

diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam



30.

33.

34.

29.
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melaksanakan tugas jabatan;

Kompetensi Teknis adalah pengetahtran, keterampilan, dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang

teknis jabatan;

Kompetensi Manajerial adalah pengetahllan,

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi;

31. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuarr,

32.

keter―pilan, dan sikap/perilk yang dapat di_atiヵ

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalarnan

berinteraksi dengan masyarttnt maemuk dalam hal

agama,suku dan budaya,pe五 laku,wawasarl kebangsaan,

cuka,nilai― nilai,moral,cmosi darl pnnsip,yang h― s

dipenuhi olch setiap pemegang Jabatan untuk lnemperolch

hasil ketta Sesuai dengan peran,施 ngsi dan Jabatan;

Чi Kompetensi adalah pengukuran darl penilaian

kompetensi teknis,mallltterial,darl sosial k置 1急rd pegawai

ASN dalarn IIlclaksanakan tugas dan fungsijabaね nnya;

Kiner3a adalah hasil ketta yang dicapal olch setiap ASN

pada organisasi/unit;

Penilaian KinerJa adalah penilalarl terhadap kinerJa yang

merLLp赫 penggabungan nilai Sasaran Kinetta Pegawai

dan niltt Pe五 laku Ketta seSuai peraturan perLlndang‐

perundangan;

35. Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja
pegawai ASN dengan pegawai ASN lainnya dalam 1 (satu)

unit kerja danlatau instansi;

36. Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan

sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam

membantu Pegawai ASN agar mengetahui dan

mengembangkan kompetensi Pegawai ASN, dan mencegah

terj adinya kegagalan kinerj a;
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37. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan
identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku
kinerja ya.'g dihadapi pegawai ASN dalarn rnencapai target
kinerja;

38. Rotasi Jabatan (iob rotation) adalah pernindahan talenta
secara sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain;

39. Perluasan Jabatan {job enlargementl adalah peningkatan
kinerja talenta melalui penambahan tugas dan fungsi
dalam lingkup jabatan yang sama;

40. Pengayaan .Jabatan Uob enrichmentl adalah peningkatan
motivasi talenta melalui pengayaan peran dan tanggung
jawab, serta pengakuan dan penghargaan dalam jabatan;

41. corporate uniuersitg adalah entitas kegiatan pengembangan

kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis
untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis
melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi
dengan rnelibatkan Instansi pemerintah terkait dan tenaga
ahli dari dalam/luar Instansi pemerintah;

42. Sistem Informasi ASN adaiah rangkaian informasi dan
data mengenai pegawai ASN yang disusun secara
sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis
teknologi;

43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan

daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. menemukan dan mempersiapkan tarenta terbaik untuk

mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future
leadersl dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi
(core buslness) dalam rangka optimalisasi pencapaian
tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan daerah;
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mendOrong  peningkatan  prOfcsiOnalisrFle  
」abatan,

kompetensi dan kinerJa talenta,  serta Fnembe五
kan

ktte麟 dan kepastian karierね Lntt dalam rangka
akselerasi penttmbangan karier yarlg berkesillambungan;

nlewuJud]踊血 rencana suksesi(籟ιccessわ孔pた■れれJ yang
Ottektit terencana,terbuka,tepat waktu,dan akunね

ble

sehingga dapat memperkuat daFl mengakselerasi

penerapan Sisterrl Me五 t pada lnstansi Dacrah;

memastikan  tersedianya  pasokan  talenta  untuk

menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat

pada waktu yang tepat berdasarkan tttLLarl Sけ 畿 藝s,miSi
dan visi Organisasi;dan

menyelmban〔秦an antara pengenlbangan karier ASN dan

kebumhan lnstansl.

Pasal 3

(1) Manajemen Talenta PNS dilaksanakan berdasarkan sistem
merit dengan prinsip:

a. objektif;

b. terencana;

c. terbuka;

d. tepat waktu;

e. akuntabel;

f. bebas dari intervensi poiitik; dan

g. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

0範ektif Sebagaimalla dimaksud pada ayat(1)hunf a yaim

proses dalam Manttemen Tttenta PNS sesuai dengan

keadaan  yang  sebenarnya  tanpa  dipengaruhi  oleh

pandangan atau penilaiall suttektif pribadi.

Terencana sebagainlana dilmaksud pada ayat(1)huruf b

yaitu Manttemen Talenta PNS mempersiapkan Suksesor

pada lrrlasing―masing 」abatan Target yang akan lowong

dalaIIl pcrcncanaan dan Pcrsiapan pada tahull scbclummya

sectta slstclrrlatis daFl tCSt■湿麒即F scstLal targct.

d.

e.

(2)

(3)
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(4) Tcrbuka scbagailnana dilnaksud pada ttat(1)huruf c

yaitu informasi ManaCmcn Talenta PNS yang meliputi

ねhapan pelaksanaan, kriteria dan infOrmasi penetapan

Talenta dapat diakses olch scluruh Pcga、 、rai PNS.

(5) Tepat Waktu sebagairrlana dirnaksud pada ttat(1)huruf d

yaitu」 abatan Targct dalam ManaJemcn Talcnta PNS yang

lowong dapat segcra d五si oleh SuksesOr schingga tidak

terdapatjabatan lowOng dalam waktu lama dan mettalnin

persediaan talcnta dalarn pengisian jabatan targct.

(6) Akuntabel sebagailnana diinaksud pada ayat(1)huruf e

yaitu  Manttelrlcn Talcnta   PNS  dilakukan  sesuai

standar/pedOman    yang    beriaku    dan    dapat

dipertanggungiaV7abkan.

(7) BebaS dan intervensi politik scbagailnana dilnaksud pada

匈rat(1)huruf f yaitu Mantternen Talenta PNS bebas dari

pengaruh dan/atau tCkanan politik.

(8) Bersih da五  praktik kOrupsi,  k01usi dan nepotisme

scbagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf g yaitu

Manacmen Talenta  PNS bersih dari praktik kOrupsi,

kolusi,dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Kelembagaan Manajemen Talenta PNS;

b. Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS; dan

c. Sistem Informasi Manajemen Talenta PNS.

BAB II

KELEMBAGAAN MANA」 EMEN TALENTA PNS

Pasa1 5

Marlttcmen Talerlta ASN InstaFISi Daerah dilaksanakan

olch Pttabat PCttbina Kcpegawttan.

〔1)
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(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Manajemen
Talenta PNS berdasarkan analisis kebutuhan yang
mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, d.an sasaran,
serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas
pembangunan daerah.

(3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Manajemen
Talenta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

membentuk Tim Manajemen Talenta provinsi yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA PNS

Pasal 6

Penyelenggaraan Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. akuisisi talenta;

b. pengembangan talenta;

c. retensi talenta;

d. penempatan talenta; dan

e. pemantauan dan evaluasi;

Pasal 7

Penyelenggaraan Manajemen Tarenta didukung infrastruktur
yang terdiri dari:

a. peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan kritikal;
b. profil talenta;

c- standar metode dan penilaian dalam metode assessment
center dan uji kompetensi;

d- standar kompetensi jabatan;

e. standar peniiaian kinerja riil;
f. pola karier;

g. tim manajemen talenta;

h- programpengembangan talenta;
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i. panitia seleksi;

i. basis data sumber daya manusia (SDM);
k. sistem informasi rnanajemen talenta pNS; dan
l. anggaran;

Bagian Kesatu

Akuisisi Talenta

Pasal 8

Akuisisi taienta sebagaimana dimaksud daiam pasal 6 huruf
a meliputi tahapan sebagai berikut:
a. identifikasi dan penetapan jabatan kritikal;
b. analisis kebutuhan talenta;

c. penetapan strategi akuisisi;

d. identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta;

e. penetapan kelompok rencana suksesi; dan

f. pencarian talenta melalui mekanisme mutasi/rotasi antar
instansi dan rencana penempatan talenta melalui
mekanisme penugasan atau penugasan khusus;

Pasal 9

(1) Identifikasi dan Penetapan Jabatan Kritikai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk
penempatan talenta.

{2) Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi

karakteristik tertentu.

(3) Karakteristik jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk manajemen talenta PNS terdiri dari:

a. strategis dan berkaitan langsung dengan strategi

organisasi serta perkembangan lingkungan;

b. memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core

business;

c. membutuhkan kinerja yang tinggi;
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d. memberi peluang pembelajaran y-ang tinggi;

e. mendorong perubahan dan percepatan pembangunan

dan peiayanan Publik; dan

f. sesuai kebutuhan prioritas Daerah;

Pasa1 10

(1) Jabatan kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasai 9

ayat (2) disusun berdasarkan skala prioritas sesuai

kebutuhan.

Gubernur menetaPkan

Kompetensi Jabatan

Menteri.

(3) Gubernur menetapkan jabatan kritikal sebagaimana

dimaksud pada ayat t2) untuk jabatan pimpinan

tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan

fungsional.

Pasai 1 1

Analisis Kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud

daiam Pasal B huruf b didasarkan pada rencana

pembangunan jangka menengah dan jangka panjang

Pemerintah Daerah yang terjabar dalam visi, misi,

tujuan dan sasaran serta strategi.

Tim Manajemen Talenta Provinsi menJrusun analisis

kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan tugas dan fungsi, serta jabatan kritikal.

Pen5rusunan analisis kebutuhan talenta sebagaimana

dimaksud pada ayat {2\ sesuai dengan jabatan kritikal

yang ditetapkan dengan mengacu pada prioritas

pembangunan Daerah.

Jabatan Kritikal dan Standar

serta  lmelaporkannya  kepada

１

■

(2)

(3)
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１
■

Pasal 12

Penetapan strategi akuisisi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf c didasarkan pada analisis

kebutuhan talenta.

(2, Dalam rangka penerapan stratcgl    akuisisi

sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Pemerintah

Daerah men)rus\ln strategi akuisisi talenta dengan

mekanisme:

1. membangun talenta internal instansi;

2. merekrut talenta baru (Calon PNS dan/atau

PPPK);

3. mutasi dan/atau promosi talenta antar instansi;

dan

4. penugasan atau penugasan khusus talenta.

(3) Gubernur menetapkan strategi akuisisi talenta

sebagai dasar dalam identifikasi, penilaian dan

pemetaan talenta.

Pasal 13

1dcntifikasi,   penilaian,   dan   pcmctaan   talcnta

scbabCailnana  dirnaksud  dalam  Pasa1  8  huruf d

dipcruntukkan bagi kandidat talcnta yang bcrasal

dari PNS, termasuk Calon PNS;

Identiflkasi,   penilaian,   dan   pemetaan   talcnta

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakSanakan

dengan menggunakan metode :

a. pcngujian, pCngukuran, dan/atau pCmcringkatan

dalarn kategori status kinctta yang terdiri dari:

1.Kincr」 a tinggl;

2.Kinetta Sedang;

3,Kinctta rendah.

b. pengЧjian, pcngukuran, dan/atau pemcringkatan

dalam katcgori potcnsi mclalui assessment ccnter,

可i kOrnpetensi, rekarn j● ak jabatan/pengalarnan

１
■

(2)
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jahatan, dan/atau pertimbangan lain, yang terdiri

dari ;

1. Potensial tinggi;

2. Potensial menengah;

3. Potensial rendah.

(3) Metode identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dilaksanakan

melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau

pemeringkatan yang terdiri dari:

a. hasil penilaian kinerja selama melaksanakan tugas

jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/atau

instansi;

b. Assesment Center untuk mengukur/menilai potensi

talenta yang meliputi:

1. Kemampuan intelektual;

2. Kemampuan interpersonal;

3. Kesadaran diri (self awareness);

4. Kemampuan berpikir kritis dan strategis (critical

and strategic thinkingl ;

5. Kemampuan rnenyelesaikan permasalahan

(ltroblem soluing);

6 . Kecerdasan emosional (emotional quotient);

7. Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan

diri (groutth mind s et) ;

8. Serta motivasi dan komitmen (gritl talenta.

c. uji Kompetensi yang dilakukan oleh assessor secara

objektif dalam rangka pemetaan talenta yang

mencakup pengukuran:

1. Kompetensi Teknis;

2. Kompetensi Manajerial;

3. Kompetensi Sosial Kultural;

yang dilakukan oleh assessor secara objektif dalam

rangka pemetaan talenta.

d. rekam jejak jabatan, antara lain:

1. Aspek pendidikan formal;

2. Pendidikan dan peiatihan;
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3. Pengalaman dalam jabatan;

4. Integritas dan moralitas.

e. pertimbangan lain yang terdiri dari :

1. Kualifikasi pendidikan sesuai rumpun jabatan;

2. Preferensi karier;

3. Penghargaan yang pernah diterima berkaitan

dengan pekerjaan dan/atau jabatan sebagai pns.

Pasa1 14

Pemetaan talenta dilakukan terhadap seluruh PNS

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pada tiap
jenjang jabatan, yakni jabatan pimpinan tinggi, jabatan

administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan

jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pemetaan Talenta Daerah dilakukan oieh Tim sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melalui penghimpunan

taienta yang menempati kotak ke-9 (sembiian) pada

Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pemetaan talenta daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) bertu-iuan untuk menentukan talenta

yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi dan

rekomendasi tindak ianjut.

Talenta yang telah dipetakan sebagaimana dimaksud

padaayat (1) selanjutnya dapat dilaksanakan :

a. pengembangan talenta dan retensi talenta; danlatau

b. penempatan talenta yang termasuk dalam kotak ke-9

(sembilan) dan / atau keiornpok rencana suksesi.

(2)

１
■

(2)
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{3) Pemetaan tarenta dan rekomendasi tindak ranjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini.

Pasal 16

Tim Manajemen Tarenta provinsi menominasikan talenta
yang masuk dalam kelompok rencana suksesi untr.rk
mengisi jabatan kritikar atau jabatan yang sedang/akan
lowong sesuai kebutuhan instansi.

Tim Manajemen Tarenta provinsi menetapkan kerompok
rencana suksesi daerah berdasarkan nominasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Dalam hal dibutuhkan tarenta dalam waktu cepat dan/atau
dibutuhkan talenta dengan keahlian atau kompetensi
tertentu, dapat dilakukan pencarian tarenta yang
ditindaklanjuti melalui mekanisme mutasi/rotasi atau
penempatan talenta melalui mekanisme penugasan atau
penugasan khusus.

Bagian Kedua

Pengembangan Talenta

Pasal 18

(1) Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud dalam pasal

6 huruf b dilaksanakan melalui:

a. akselerasi karier;

b. pengernbangan kompetensil dan

c. peningkatan kuaiifikasi.

(2)
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(2) Prioritas pengembangan talenta sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan peringkat yang dimuiai dari

urutan tertinggi pada kotak manajemen talenta.

Pasal 19

Pengembangan talenta melaiui akselerasi karier

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a
diiaksanakan melalui sekolah kader.

Pengembangan talenta melalui pengembangan kompetensi

talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

huruf b dilaksanakan melalui :

a. Corporate Uniuersity dengan metode kiasikal dan non

klasikal;

b. pembelajaran di dalam dan luar kantor;

c. bentuk pengembangan kompetensi lainnya;

Pengembangan talenta meialui peningkatan kualifikasi

talenta sebagaimana dimaksud daiam Pasal i8 ayat (1)

huruf c dilaksanakan melalui tugas belajar.

Pasa1 20

Kelompok rencana suksesi (succession plan) memuat :

a. nama-nama suksesor dalam kelompok rencana suksesi;

b. urutan penempatan suksesor dalam jabatan target;

c. proyeksi penempatan (posisi dan waktu).

Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemetaan talenta dengan

memperhatikan jabatan target dan informasi lowongan

jabatan daLam Sistem Informasi PNS dan Sistem Informasi

Manajemen Karier Nasional yang diselenggarakan oleh

Badan Kepegawaian Negara.

(3)

(1)

(2)
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(3) Gubernur menetapkan kelompok rencana suksesi
sebagaimana dimaksud dalam pasai 15 ayat (1);

Pasa1 2 1

(1) PNS yang masuk ke daiam rencana suksesi diberikan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t2l Penghargaan taienta sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
didasarkan pada sistem, budaya, peraturan serta kebutuhan
instansi.

(3) Penghargaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dibuat berbeda satu sama lain.

Bagran Ketiga

Retensi Talenta

Pasal 22

Retensi talenta rtatettι れteれtioり sebagaimana dimakstld

dalam Pasa1 6 huruF c be武 可ua■ unl■k memperセ山al■kan
posisi tdenta dalam keloIErlpOk Кncana suksesi sebagai

suksesor yang akan mend■ ldukijabatan target.

Retensi talenta sebaga■ mana dimaksud pada ayat(1)
dilaksanakan melalui rencana suksesi, rOtasi jabatan,

perlgayaan jabatan 6iob a籠 蔵bb購e■場 perluasan jabatan 6i10b

e几:αttettenサ dan penghargaan.

１
■

(2)
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Bagian Keempat

Penempatan Talenta

Pasal 23

Penempatan taienta sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6

huruf d dilaksanakan berdasarkan rencana suksesi dengan

mengacu pada perumpunan berdasarkan kebutuhan

strategis Instansi Daerah dan/atau arah pembangunan

prioritas daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Penempatan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan pada lintas perangkat daerah, sesuai

dengan kebutuhan pada Pemerintah Daerah.

Talenta yang termasuk daiam kotak ke-9 (sembilan) dapat

ditempatkan secara langsung pada jabatan target.

Pasa1 24

Manttemen Talenta PNS merupakan bagian dari Marlaemcn

Pengembangan Karier Daerah yang dilaksanakan inelalui mutasi

dalr1/attu prOmOsi.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaiuasi

Pasai 25

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 6 huruf e dilaksanakan secara periodik oleh perangkat

Daerah yang mernbidangi Kepegawaian dan dilaporkan
kepada Gubernur.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada tahap pengembangan, retensi, dan
penempatan.

(2)

(3)

１
■

(2)
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{3) suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal
dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tigai tahun
untuk dilakukan penempatan kembali dalam jabatan.

{4) Penempatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat berupa promosi atau penempatan
jabatan lain yang setara sesuai dengan hasil evaruasi dan
kebutuhan pengisian j abatan kritikal selanjutnya.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANA」EMEN TALENTA PNS

Pasa1 26

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi
Manajemen Taienta PNS yang terintegrasi secara nasional
dengan Sistem Informasi PNS.

(2) Sistem Informasi Pt{s sebagaimana dimaksud pada ayat i1)
berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

BAB V

PENDANAAN

PasaL 27

Pendanaan Manajemen Talenta PNS bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan

b. sumber-sumber iain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Feraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

pada tanggal

memerinta] kan

penernpatann5ra

Ditetapkan di Medan

pada tangga1 21 Januan 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Mcdan

pada tangga1 24」 anuari 2022

巧。SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai dcngan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES sUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP.197104131996031002
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LAMPIRAN PERATURAN
NOMoR
TANGGAL

GUBERNUR SuMATERA UTARA
2 Tahun 2022

21 Januari 2022

MANA」 EMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

I.KOTAK MANA」 EMEN TALENTA(2"Ⅳ TttL4N/1GEMENTBQη

RENDAH MENENGAH

POTEWSIAL
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4

Kinetta di atas

ekspektasi dan

potensiそ通

rendah

7

Kilmetta di atas

ckspekttsi dan

potensial

menengah

9

Kinerja di
atas

ekspektasi
dan potensial

tinggi

Kinetta ScsLlai

ekspektasi dan

potens装通

rendah

5

Kinerja sesuai
ekspektasi dan

potensial

rnenengah

8

Kirletta

sesual

ekspektasi

danpOtensial

tinggi

I

Kinerja di
bawah

ekspektasi dan
potensial

rendah

3

途塗etta di ba、アah
ekspektasi dan

potensial

mcnengah

6

Kinerja di
bawah

ekspektasi dan
potensial tinggi
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H.REKOMENDASI

KOTAK KATECORI REKOMENDASl

9 Kinerja di atas eksPektasi
dan potensialtinggi

1. Dipromosikan dan dipertahankan

2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi
instansilNasional

3. Penghargaan

8 Kinerja sesuai eksPektasi
dan potensialtinggi

1. Dipertahankan
2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi

lnstansi
3. Rotasi/Perluasan jabatan

4. Bimbingan kinerja

7 Kineria di atas ekspektasi dan
potensial menengah

Dipertahankan

Masuk Kelompok Rencana Suksesi
lnstansi

Rotasiノ Pengayaan iabatan

PengeFnbangan kompetensi

Tugas belaiar

■
．
２
．

３
．
４
．
５
．

6 Kinerla di bawah ekspektasi
dan potensiattinggi

1-. Penempatan yang sesuai

2. Bimbingan kineria
3. Konseling kinerja

5 Kinerja sesuai ekspektasi
dan potensial menengah

1. Penempatan yang sesuai
2. Bimbingan kinerja
3. Pengembangan komPetensi

4 Kinerja di atas
ekspektasi dan potensial
rendah

Rotasi

Pengembangan kompetens:

■

２

3 Kinerja di bawah ekspektasi dan
potensial menengah

■.Bimbingan kinetta

2. Konseling kineria

3. Pengembangan kompetensi
PeRempatan yang sesual

2 Kinerja sesuai ekspektasi
dan
potensialrendah

1. Bimbingan kinerja
2. Pengembangan kompetensi
3. Penempatan yang sesuai

1 Kinerja di bawah ekspektasi
dan potensial rendah

Dlproses sesuai ketentuan peraturan
perundangan

Salinan Scsual dcngan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP.197104131996031002

GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd

EDY RAHMAYADI


